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ABSTRAK 

 

STRATEGI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)KELAS II 

BANDAR LAMPUNG DALAM PEMENUHAN HAK BAGI ANAK YANG 

SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) 

(Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung) 

 

 
 

Oleh 

HERLINA UTAMA 

 
Anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH 

adalah anak yang sudah berumur 14 tahun dan belum 18 tahun yang sudah 

melakukan tindak pelanggaran hukum hingga dikenakan hukuman pidana. Bagi anak  

yang telah melakukan tindak pelangaran hukum dan sudah mendapatkan putusan 

hukuman pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),  

walaupun demikian sudah seharusnya ABH tetap mendapatkan hak mereka 

selayaknya anak pada umumnya. Hak yang dimaksud adalah hak beragama, hak 

kesehatan, hak pendidikan dan juga hak berkreasi. Pada penelitian ini akan 

membahas tentang apa saja bentuk hak yang diberikan kepada ABH dan bagaimana 

strategi LPKA dalam hal pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif disesuaikan dengan kompleksitas permasalahannya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya pemenuhan hak dalam aspek beragama, 

kesehatan, pendidikan, dan juga berkreasi. Strategi pihak LPKA dalam 

melaksanakan pemenuhan hak tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas yang 

berkaitan dengan berbagai hak yang telah dijelaskan. 

 
Kata Kunci : Hak ABH, strategi pemenuhan hak bagi ABH. 
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ABSTRACT 

 

 
STRATEGY OF THE SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR 

CHILDREN (LPKA) CLASS II BANDAR LAMPUNG IN FULFILLINGTHE 

RIGHTS OF CHILDREN WHO ARE IN CONFLICT WITH THE LAW 

(ABH) 

(Study at the Special Development Institution for Children Class II 

Bandar Lampung) 

 
By 

 
 

HERLINA UTAMA 

 

 

Children who are in conflict with the law or usually referred to as ABH are children  

who are 14 years old and under 18 years old who have committed a criminal offense 

and are subject to criminal punishment. For children who have committed a criminal 

offense and have received a criminal punishment, they will be placed in a Special  

Development Institution for Children (LPKA), even though ABH should stillget their 

rights like any other child. The rights in question are religious rights, health rights, 

education rights and also creative rights. This study will discuss whatforms of rights 

are given to ABH and how the LPKA strategy is in terms of fulfillingthese rights. This 

research uses a qualitative approach tailored to the complexity of the problem. The 

results showed that there was a fulfillment of rights in the aspectsof religion, health, 

education, and also creativity. The strategy of the LPKA in implementing the 

fulfillment of these rights is to provide facilities related to the various rights that 

have been described. 

 
Keywords: ABH rights, strategies for fulfilling rights for ABH. 
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MOTTO 

 

 

“Hidup untuk berguna” 

(Herlina Utama) 

“Walaupun sekolah pegang pena pegang buku, tapi jangan hanya 

pintar di pelajaran, tapi harus bisa pintar dalam membaca 

situasi dan kondisi serta pintar dalam kehidupan sehari-hari” 

(Nila Hasanah) 
 
 

“Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak” 

(Heru Utama) 

“Tidak ada orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Begitu 

pula sebaliknya. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak 

bahagia” 

(Pramudya Ananta Toer) 
 

 
“Semua orang punya masa lalu, dan itu bukan urusan 

siapapun,urus saja masa lalu masing-masing” 
 

(Tere Liye) 
 

 
“Abaikan rasa sakitnya atau kau tidak akan bahagia” 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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I.  PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Republik Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang 

mengakui Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan pada Undang- Undang 

No.39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Negara 

Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan 

tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 

demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kecerdasan serta keadilan”. 

 
Berlandaskan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Republik  

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang mesti ada  

pada setiap manusia dan wajib dihormati. Tidak hanya untukorang dewasa tetapi 

Hak Asasi Manusia juga harus diberikan kepada anak, karena pada dasarnya anak  

adalah manusia yang haknya juga harus dipenuhi. Pengertian Anak di dalam 

Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 (1) adalah 

seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Anak merupakan suatu anugerah titipan yang diberikan 

oleh Tuhan pada suatu keluarga yang harus dijaga dan di besarkan agar menjadi 

generasi penerus cita-cita keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

 
Anak adalah fase tumbuh kembang dimana mereka membutuhkan pendampingan,  

pengasuhan, serta perhatian dari orang tua, keluarga, atau masyarakat 

sekitarnya. Orang tua menjadi guru pertama bagi anak yang memberikan 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-harinya sampai anak bisa berkembang 

menjadi pribadi yang baik. Peran orang sekitar sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak, baik itu dalam hal emosi, sikap, sifat,perlakuan serta mental 
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anak. Orang tua dan masyarakat sekitar juga harus menjamin dan melindungi hak  

anak. 

 
Anak adalah konkretisasi orang dewasa, sama halnya dengan orang dewasa, anak  

juga perlu mendapatkan hak sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek 

hukum, maka dari itu hak yang melekat padanya haruslah dijamin, dilindungi,  

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

Perlindungan hak anak sangatlah penting karena, anak memiliki hak secara asasi.  

Dengan demikian, itu adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan Hak Asasi 

Manusia. Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dan dipenuhi dalam 

kehidupan mereka. Secara lebih detail hak-hak anak meliputi segala bentuk 

pendidikan (formal maupun non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup 

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. 

 
Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Hak Perlindungan Anak 

bahwa ada lima hak anak: 

1. Pertama, hak beragama dalam Pasal 43 berbunyi “ (1) Negara, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga 

Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) 

Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana pada ayat (1) 

Meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi 

anak”. 

2. Kedua, hak kesehatan dalam Pasal 45B Ayat (1) berbunyi “Pemerintah daerah, 

Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang 

mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”. 

3. Ketiga, hak pendidikan Pasal 49 berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang 

seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. 

4. Keempat, hak berkreasi dalam Pasal 56 huruf e “Bebas beristirahat, bermain, 

berkreasi, dan berkarya seni budaya”. 

5. Kelima, hak perlindungan khusus anak Pasal 59 Ayat (1) “Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (1) 
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Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan  

dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. 

Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak 

korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban 

kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak 

korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial 

menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan  

terkait dengan kondisi Orang Tuanya”. 

 
Berdasarkan yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Hak Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 59 Ayat 1 dan 2 mengenai 

hak-hak khusus bagi anak, maka tidak ada suatu alasan untuk tidak memberikan 

hak-hak pada anak walaupun dalam keaadan anak sedang menjalani hukuman 

pidana sekalipun. Karena seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini 

membuat tindakan kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan hukum 

semakin berkembang. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk anak 

melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Bagi negara 

berkembang seperti Indonesia masalah kenakalan anak dan remaja merupakan 

sebuah permasalahan yang rentanterjadi. 

 
Dewasa ini sudah banyak anak yang ternyata melakukan tindak pelanggaran 

hukum hingga mendapatkan hukuman pidana penjara. Namun ada perbedaan 

diantara proses peradilan hukum bagi anak dan orang dewasa. Penahanan 

pengadilan anak sesuai dengan pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang peradilan anak, lebih singkat jika dibandingkan dengan ketentuan 

penahanan orang dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang hukum acara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 peraturan penyidikan te rhadap anak, penahanan berlaku selama 20 (dua 

puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10(sepuluh) hari 
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serta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak harus sudah menyerahkan 

berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, maka tersangka anak harus 

dikeluarkan dari tahanan. 

 
Disisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk tersangka 

orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh penyidik dan dapat  

diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan 

puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus 

dikeluarkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penahanan 

terhadap anak dapat dilakukan paling lama setengah dari lamanya penahanan 

untuk orang dewasa. Selanjutnya jika sudah menjalani proses penyidikan dan 

anak dinyatakan bersalah oleh hakim dan diberikan hukuman pidana penjara, 

maka anak harus menjalankan masa pidananya sesuai dengan putusan hakim. 

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 tentang sistem peradilan 

anak dijelaskan bahwa anak dalam proses peradilan berhak diperlakukan secara  

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, memperoleh 

pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya hak yang 

melekat padanya harus diberikan secara utuh, meskipun secara hukum 

pemidanaan bagi anak adalah sah tetapi itu semua tetap tidak menghalangi hak  

beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi, dan hak perlindungan 

khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan atau khususnya di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

 
Pada dasarnya Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS) 

adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung 

sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah 

lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal ini saat 

proses persidangan anak akan berada di LPAS dan setelah hakim menetapkan 

putusannya maka anak akan dipindah ke LPKA untuk menjalani masa 

hukumannya. Namun pada kenyataannya tidak setiap daerah di Indonesia 

memiliki LPAS maka dari itu secara otomatis penanganan dapat dilakukan di 

LPKA. Demikian juga dengan LPKA, tidak semua kabupaten atau kota di 

Indonesia memiliki LPKA maka LAPAS dan RUTAN akan difungsikan sebagai 
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tempat ABH menjalani masa pidananya. Namun untuk provinsi Lampung sendiri 

sudah memiliki LPKA yang berada di Desa Kota Agung Masgar, Kecamatan 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang telah diresmikan pada tanggal 1 April 

2014. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan istilah Anak yang sedang 

Berkonflik dengan Hukum atau yang sering disebut ABH dan juga Anak Didik 

Pemasyarakatan yang biasa disebut Andikpas, untuk mempermudah penyebutan 

dalam penelitian ini. 

 
Menurut pernyataan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) 

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tahun 2015-2017 I Wayan 

Kusmiyanta Dusak ada perbedaan antara anak yang berkonflik hukum dan anak 

pada umumnya. Dusak menjelaskan, meningkatnya jumlah anak yang terjerat 

kasus hukum, disinyalir membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus 

sekolah. Dari catatan Dirjen PAS saat itu, terdapat 2.361 anakmenjalani hukuman 

pidana. Namun, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan 

formal dan non-formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia yaitu 

sekitar 39%. Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ada 

tantangan tersendiri untuk memenuhi hakanak yang sedang menjalankan hukuman 

pidana, baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, beragama, berkreasi serta hak- 

hak khusus lainnya. 

 
Provinsi Lampung sendiri memiliki LPKA yang telah diresmikan sejak tahun2014  

dan diberi nama LPKA Kelas II Bandar Lampung. Sampai saat ini LPKA 

Kelas II Bandar Lampung masih terus beroperasi menjadi tempat ABH untuk 

menjalani masa pidananya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan 

beberapa informasi terkait dengan penelitian ini. Ardi Surahman salah satu 

pegawai di LPKA Kelas II Bandar Lampung menjelaskan bahwa saat ini LPKA 

Kelas II Bandar Lampung memiliki 85 Andikpas yang sedang menjalankan masa  

hukuman pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut ada  

berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan, diantaranya pembunuhan, 

perampokan, pencurian serta tindakan asusila. Anak anak yang berada di LPKA 

Kelas II Bandar Lampungmemiliki rentang usia antara 14 tahun sampai dengan 18  

tahun. Dalam upayapemenuhan hak pendidikan bagi Andikpas, LPKA Kelas II 
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Bandar Lampung memiliki sekolah khusus mulai dari SD sampai dengan SMA.  

Untuk pemenuhan hak-hak lainnya juga LPKA Kelas II Bandar Lampung 

memfasilitasi Andikpasnya dengan adanya tempat beribadah, kegiatan- kegiatan 

yang mengasah keterampilan, seperti pelatihan barbershop dan lain sebagainya  

serta adanya lapangan untuk ABH berolahraga dan bermain. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digaris besarkan bahwa tidak ada yang 

bisa menghalangi atau menghambat pemenuhan hak bagi anak walaupun dalam 

kondisi anak yang sedang menjalani masa hukuman pidana. Namun pada 

kenyataannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mantan Dirjen PAS I Wayan 

Kusmiyanta Dusak tidak semua hak anak dapat terpenuhi saat anak sedang 

menjalankan masa hukuman pidana, maka dari itu peneliti tertarik dan berminat  

untuk melakukan penelitian terkait bagaimana sesungguhnya pemenuhan hak 

anak tersebut diterima oleh anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan 

dengan harapan ABH mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak pada 

umumnya mendapatkan haknya, seperti hak beragama, hak kesehatan, hak 

pendidikan dan hak berkreasi. Sebagai sampelpeneliti akan melakukan penelitian 

di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini dikaji dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Bagi Anak yang sedang Berhadapan 

dengan Hukum (ABH)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Apa saja bentuk hak-hak anak yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas II 

Bandar Lampung kepada ABH? 

2. Bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung untuk memenuhi hak- 

hak tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

 
1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak anak yang diberikan oleh LPKA Kelas II 

Bandar Lampung kepada Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung 

dalam memenuhi hak-hak bagi ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas, peneliti berharap hasil penelitianini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  

Politik khususnya Jurusan Sosiologi terkait dengan strategi pemenuhan hak-  

hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIBandar Lampung 

2. Untuk dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya. 
 
 

b. Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa sajahak-hak 

bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang 

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Tinjauan Tentang Strategi 

 
 

2.1.1 Pengertian Strategi 

 

Surtikanti, dan Santoso (2008) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha guna mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Strategi dapat diartikan dengan perilaku pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam suatu organisasi, sebagai kerangka dasar untuk mencapai tujuan tertentu, 

yang mana selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk meraih hubungan yang 

menguntungkan. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara 

terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. 

 
Menurut Hax dan Majluf (dalam J. Salusu, 2006), merumuskan secara 

komprehensif tentang strategi sebagai berikut: 

a. Pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral. 

b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka 

panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya. 

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi. 

d. Mencoba meraih keuntungan yang dapat bertahan dalam jangka waktu 

panjang, melalui penyampaian respon yang tepat terhadap peluang dan 

ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta 

kelemahannya. 

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi. 
 

Definisi tersebut menyatakan bahwa strategi menjadi suatu kerangka yang 

mendasar dalam organisasi sehingga memiliki arahan, dan tujuan serta dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Dengan strategi yang ada, 

membuat organisasi memiliki kekuatan untuk mampu mencapai tujuan yang telah 

dibentuk. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan 

eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang sudah 

ditentukan. Begitu juga dengan strategi pemenuhan hak. Dalam strategi pemenuhan 

hak hal yang harus dicapai sudah diketahui yaitu hak hak bagi anak, namun yang 

menjadi fokusnya adalah bagaimana strategi atau upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

 
 

2.1.2 Strategi Lembaga dan Manajemen Strategi 

 

Strategi lembaga merupakan cara lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan 

sesuai dengan peluang serta ancaman pada lingkunganeksternal yang akan dihadapi, 

serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Joni (dalam Anitah, 

2008), menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu dalam memanfaatkan segala 

sumber yang dimiliki atau dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sedangkan, Pringgo Widagda (2002), menyatakan bahwa strategi 

diartikan sebagai suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 
Menurut Zubaedi (2013), strategi secara umum memiliki 4 (empat) unsur yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi atau kualifikasi hasil(output) dan 

sasaran yang harus dicapai, melalui pertimbangan aspirasi serta selera 

masyarakat yang membutuhkannya. 

b. Mempertimbangkan dan memilih pendekatan utama yang paling efektif untuk  

mencapai sasaran atau tujuan. 

c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah- langkah yang hendak ditempuh 

sejak awal hingga sasaran yang diinginkan. 

d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk 

mengukur dan menilai taraf keberhasilan. 

 
Salimah (2011) menyebutkan bahwa strategi memiliki beberapa fungsiyaitu: 

 
a) Perencanaan, lembaga menentukan tujuan yang diperlukan melalui pengkajian 

pada kekuatan, kelemahan, menentukan kesempatan dan strategi, kebijakan, 

taktik, dan program. 

b)  Pengorganisasian, lembaga menentukan fungsi, hubungan, dan struktur. 
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c) Kepemimpinan, lembaga memberikan gambaran, pengarahan, serta 

mempengaruhi para bawahan guna melakukan tugas danmenciptakan suasana  

lingkungan yang menyenangkan dalam bekerja sama. 

d)  Pengawasan, lembaga menentukan standar, supervisi, dan mengukur 

penampilan atau pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan 

bahwa tujuan lembaga atau organisasi dapat tercapai. 

 

Strategi yang diterapkan oleh lembaga memiliki manajemen yang berfungsi sebagai 

sistem kontrol. Manajemen berusaha mengatur atau mengelola sesuatu hal yang 

dilakukan oleh lembaga. Manajemen strategis merupakan sebuah proses 

manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan, ditujukan untuk 

memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. 

 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi sangat 

dibutuhkan guna tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan. Melalui 

menajemen strategi, strategi lembaga yang telah terbentuk dapat dilaksanakan 

secara komprehensif dan efektif. Hal ini merupakan cara untuk menggapai peluang 

dan tantangan yang ada. Strategi yang efektif mampu mendorong terciptanya 

keselarasan antara organisasi dengan lingkungan dan antara organisasi dengan 

pencapaiannya dari tujuan strategisnya. 

 
2.2 Tinjauan Tentang Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

 

Kenakalan atau kejahatan remaja adalah setiap perbuatan atau tingkah laku 

seseorang anak di bawah umur 18 tahun yang merupakan pelanggaran terhadap  

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 

pribadi anak yang bersangkutan. Tindak kejahatan tersebut bisa disebabkan oleh 

suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan bentuk pengabaian 

tingkah laku yang menyimpang. Secara lebih detail faktor-faktor yang penyebab 

kenakalan remaja antara lain: 

1. Faktor endogen adalah faktor- faktor dari dalam diri anak itu sendiri yang 

mempengaruhi tingkah laku, diantaranya: 

a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis 

b. Perkembangan dan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga  

tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. 
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2. Faktor–faktor eksogen adalah yang berasal dari luar anak yang mempengaruhi 

tingkah lakunya, antara lain: 

a. Pengaruh negatif dari orang tua 

b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah 

c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat 

d. Kurang pengawasan orang tua 

e. Kurang pengawasan pemerintah 

f. Kurang pengawasan masyarakat 
g. Kurang pengisian waktu yang sehat 

h. Tidak ada rekreasi yang sehat 

 
Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas adalah beberapa faktor yang bisa 

menjadi penyebab anak melakukan tindak kejahatan hingga bisa mendapatkan 

sanksi secara hukum yang tegas sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat.Pada  

hal ini ada banyak tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh anak, seperti 

perampokan, pencurian, penganiayaan, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkoba,  

hingga pembunuhan. 

 
Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2 dan 3) Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan “Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana”. 

 

Dewasa ini sudah banyak anak yang ternyata melakukan tindak pelanggaran hukum 

dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum hingga mendapatkan 

hukuman pidana penjara. Namun ada perbedaan diantara proses peradilan hukum 

bagi anak dan orang dewasa. Penahanan pengadilan anak sesuai dengan pasal 44-50 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, lebih singkat jika 

dibandingkan dengan ketentuan penahanan orang dewasa yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 peraturan penyidikan terhadap anak, 

penahanan berlaku selama 20 (dua puluh)hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut 
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umum selama 10 (sepuluh) hari sertadalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak 

harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, 

maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan. 

 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk tersangka orang 

dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh penyidik dan dapat 

diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan 

puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus dikeluarkan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penahanan terhadap anak 

dapat dilakukan paling lama setengah dari lamanya penahanan untuk orang dewasa.  

Selanjutnya jika sudah menjalani proses penyidikan dan anak dinyatakan bersalah 

oleh hakim dan diberikan hukuman pidana penjara, maka anak harus menjalankan 

masa pidananya sesuai dengan putusan hakim. 

 
Berdasarkan uraian uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak yang 

sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 14 tahun dan belum 

berusia 18 tahun yang telah melakukan tindak pelanggaran hukum. 

 
2.3 Tinjauan Tentang LPKA 

 

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

 

Lembaga Pemasyarakat merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi narapidana. 

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen, yaitu 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga 

Pemasyarakatan komponen paling akhir yang langsung berhadapan dengan 

narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam 

mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan 

diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu 

mencegah timbulnya kejahatan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPasal 1 (3) 

disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS 

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 
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Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan 

narapidana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS 

bertanggung jawab untuk membina dan memperlakukan narapidana agar menjadi 

individu yang lebih baik dan berguna di masyarakat ketika telah selesai menjalani 

masa hukuman pidananya. 

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 (2) 

menegaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 

dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

 
 

2.3.2 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak 

 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa 

sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana, termasuk didalamnya tahap peradilan. 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang merupakan tempat sementara 

bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses 

peradilan penahanan (Suartha, 2013). 

 
Selain ada perbedaan dalam lamanya masa hukuman, sistem peradilan anak dan 

orang dewasa juga ada perbedaan pada tempat selama proses peradilan hingga 

tempat menjalani proses hukuman pidana yang sudah diputuskan oleh hakim. Jika  

pada proses peradilan orang dewasa di tempatkan di Rumah Tahanan (RUTAN)  

berbeda dengan tempat selama proses peradilan anak anak, yaitu anak akan di 

tempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). LPAS merupakan 
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tempat sementara bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama 

menjalani proses peradilan penahanan. Selanjutnya untuk tempat menjalani 

hukuman pidana orang dewasa ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

sedangkan untuk penempatan narapidana anak ada di Lembaga Pembinaan Khusus  

Anak (LPKA). 

 
Jadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga 

atau tempat anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk menjalani masa  

pidana penjaranya dengan harapan bisa mendapatkan pembinaan yang baik 

sehingga kelak saat anak sudah selesai menjalani masa pidananya bisa diterima  

kembali di kehidupan bermasyarakat sertabisa menjad i pribadi yang lebih baik dan 

tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. 

 
 

2.4 Tinjauan Tentang Hak Anak 

 

Hak Anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi 

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak asasi diartikan 

sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya, yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Perlindungan Hukum dan Hak-Hakbagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat 

dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan hukum 

yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya 

oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. 

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

dapat ditemui di peraturan perundang-undangan, pada Undang- Undang Nomor. 35 

Tahun 2014. Berikut ini adalah hak-hak anak: 

1. Hak Beragama 

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 43 mengenai Hak Perlindungan 

Anak dijelaskan bahwa “(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga Sosial menjamin 

Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. 
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(1) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana pada ayat 

(1) Meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi 

anak”. 

 
Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat peneliti simpulkan bahwa setiap 

anak mendapatkan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri, walaupun pada 

hakekatnya anak akan mengikuti agama orang tuanya ketika ia lahir, namun 

pada saat anak sudah bisa memilih dan menentukan agama mana yang akan 

dianut maka orang tua harus menerima keputusananaknya. 

 

2. Hak Kesehatan 

Dijelaskan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Hak 

Perlindungan Anak dalam Pasal 45B Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah 

daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan 

yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”. 

 
Dari yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang diatas maka, anak haruslah 

mendapatkan jaminan atas kesehatannya supaya bisa tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Orang tua dan pemerintah juga wajib mengusahakan supaya anak 

terhindar dari penyakit yang bisa menghambat atau mengancam kelangsungan 

hidupnya. 

 

3. Hak Pendidikan 

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak 

pendidikan, yang ada pada Pasal 49 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. 

 
Anak berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat sekolah 

menengah atas. Mereka harus mendapat perlindungan atas haknya mengenyam 

pendidikan yang layak. Orang tua harus mengusahakan anaknya untuk bisa 

mengembangkan pengetahuan umum, kemampuan, serta membentuk pribadi 

anak yang baik supaya mampu hidup bermasyarakat dengan baik. 

 

4. Hak Berkreasi 

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 56 huruf e menjelaskan“Bebas 

beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya”. 
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Anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk bermain dan berkreasi serta 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan diluar bidangakademik. Untuk itu 

sangatlah tidak dibenarkan apabila orang tua dengansengaja menjauhkan anak- 

anaknya dari dunia bermain. Setiap anak memiliki hak untuk bermain dan 

berkreasi sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Tugas orang tua adalah 

mengarahkan permainan dan keterampilan anak kearah yang positif. 

 

5. Hak Khusus 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan hak perlindungan khusus anak  

pada Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) Perlindungan Khusus 

kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak 

dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban 

pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, 

dan/atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak  

korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak 

Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. 

Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban 

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”. 

 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan untuk anak anak dalam keadaan khusus seperti 

yang sudah dijelaskan diatas. Bagi anak anak yang sedang dalam keadaan 

khusus, hak hak seperti pada nomor 1 sampai 4 juga harus dipenuhi, maka 

pemerintah dan lembaga negara lainnya harus mengusahakan hak tersebut 

diterima oleh anak anak yang sedang dalam kondisi khusus tersebut. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara 

penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian 

terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat 
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memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 
 

No. Nama 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Pusparini 

Tunjung 

Wulan,Ajeng 

Risnawati 

Sasmita, 2021 

 

 

Universitas 

Muhammadiya 

hPurworejo 

Analisis 

Pemenuhan Hak 

Atas Pendidikan 

Anak Sipil di 

Lembaga 

Pembinaan 

Khusus Anak 

(LPKA)Kelas I 

Kutoarjo 

Pemenuhan hak atas pendidikan 

adalah sesuatu yang harus 

dimiliki oleh setiap orang dalam 

memperoleh pendidikan karena 

pada pasal 31 ayat (1) Undang-  

Undang Dasar (UUD) Tahun 

1945 menyatakan yang 

menentukan, tiap- tiap warga 

negara berhak mendapatkan 

pendidikan. Hak pendidikan 

tersebut termasuk juga untuk 

Anak Didik Pemasyarakatan 

(ANDIKPAS). Anak tersebut 

salah satunya adalah Anak Sipil,  

yaitu anak yang tidak mampu 

lagi didik oleh orang tua, wali, / 

atau orang tua asuhnya dan 

karenanya atas penetapan 

pengadilan ditempatkan d i 

Lembaga Pemasyarakatan Anak 

untuk didik dan dibina 

sebagaimana mestinya sehingga 

akan menentukan berhasil 

tidaknya ia kembali ke dalam 

masyarakat. Salah satu fungs i 

Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) adalah Pembinaan 

yang meliputi pendidikan, 

pengasuhan, pengentasan dan 

pelatihan keterampilan, serta 

layanan informasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis 

pemenuhan hak pendidikan anak 

sipil di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kutoarjo. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, 

penelitian dilakukan dengan 

metode yuridis sosiologis yaitu 

dilakukan   berdasarkan 

permasalahan yang terjadi d i 

masyarakat.  Permasalahan 

tersebut dapat diakibatkan oleh 
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   tindakan      yang  dilakukan 

manusia dan pelaksanaan hukum 

oleh lembaga  sosial.  Proses 

Pelaksanaan   Pemenuhan   Hak 

Pendidikan    Anak Sipil  sama 

dengan Anak Pidana dan Anak 

Negara sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dari 

menyiapkan      pelaksanaan 

kegiatan     belajar   mengajar 

sampai   membuat   laporan 

kegiatan belajar mengajar, tetapi 

karena adanya Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(HAM)  Republik  Indonesia 

Tahun  2020  Tentang  Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak     Dalam    Rangka 

Pencegahan              dan 

Penanggulangan Penyebaran 

Covid 19 Anak Sipil dan Anak 

Negara dipulangkan. Tanggung 

jawab pemenuhan pendidikan 

bagi anak sipil menjadi tanggung 

jawab orang tua. 
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2. Mochammad 

Kevin Andry 

Rezalian, 

Rahesli 

Humsona, 

2018 

 

 

Program Studi 

Sosiologi 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Politik 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta 

Indonesia 

Strategi 

Pembinaan Anak 

Didik 

Pemasyarakatan 

(ANDIKPAS) di 

Lembaga 

Pembinaan 

KhususAnak 

(LPKA) 

Kutoarjo (Studi 

Kasus di 

Lembaga 

Pembinaan 

KhususAnak 

Kutoarjo, 

Kabupaten 

Purworejo, Jawa 

Tengah) 

Anak merupakan kelompok 

mudayang diharapkan membawa 

bangsa ke arah yang lebih baik, 

namun dengan pesatnya 

kemajuan teknologi dan akses 

informasi banyak anak yang 

terjerumus pada pelanggaran 

hukum. Tak jarang anak yang 

berkonflik dengan hukum harus 

menempati penjara dan 

kehilangan haknya. Di Jawa 

Tengah terdapat Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak yang 

memberikan pembinaan secara 

integratif bagi Andikpas dengan 

memanfaatkan jejaring yang ada. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

memahami strategi pembinaan 

yang diterapkan LPKA Kutoarjo 

dalam membina Andikpas dan 

mengidentifikasi modal sosial 

yang ada dalam proses 

pembinaan Andikpas di LPKA 

Kutoarjo. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

Studi Kasus yakni pengujian 

secara rinci mengenai satu latar 

belakang suatu lembaga. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling 

dimana narasumber sudah 

ditentukan sesuai dengan tujuan 

penelitian, sedangkan data 

diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Kemudian hasil penelitian 

dianalisis dengan triangulasi 

sumber yakni membandingkan 

pengamatan penulis, hasil 

wawancara dan dokumen yang 

terkait. Penelitian menggunakan 

teori modal sosial oleh Robert 

Putnam dengan menganalisis 

Jaringan (networks), Norma 

(norms), Sistem Kepercayaan 

(trust) dan Hubungan 
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   Timbal Balik (reciprocity). 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang dilakukan, 

diketahui bahwa pembinaan 

Andikpas di LPKA Kutoarjo 

disesuaikan dengan Keputusan 

Menteri Kehakiman yakni 

pembinaan terkait pada aspek 

kepribadian yakni kesadaran 

beragama, berbangsa dan 

bernegara, kesadaran hukum, 

peningkatan  kemampuan 

intelektual dan integrasi d i 

masyarakat. Sedangkan pada 

aspek kemandirian berupa 

keterampilan industri kecil dan 

pertanian atau perikanan. Proses 

pembinaan Andikpas antara lain 

pengenalan lingkungan, 1/3 

masa tahanan dan ½ masa 

tahanan dimana pada masing-  

masing tahap memiliki proses 

pembinaan yang berbeda. LPKA 

Kutoarjo juga melibatkan mitra 

yang memberikan pembinaan 

secara interaktif  baik 

disesuaikan dengan kebutuhan 

Andikpas selama berada d i 

LPKA Kutoarjo. Adapun 

integrasi modal sosial yang 

paling dominan adalah moda l 

sosial menjembatani (bridging) 

dan modal  sosial 

menghubungkan (linking). 
 Rifky Taufiq Pemenuhan Hak Anak adalah generasi penerus 

3. 
Fardian, 2020 

 

 

Mahasiswa 

Prodi 

Kesejahteraan 

Sosial FISIP 

Universitas 

Padjadjaran 

Anak yang 

Berhadapan 

(Berkonflik) 

Dengan Hukum 

diLembaga 

Pembinaan 

KhususAnak 

(LPKA)Kelas II 

Bandung 

suatu bangsa, sehingga tumbuh 

kembang anak harus 

diperhatikan dengan baik, dan 

bahkan tidak hanya menjadi 

tanggung jawab dari keluarga 

dan orang tuanya saja melainkan 

juga menjadi tanggung jawab 

masyarakat        dan        negara, 

mengingat     Indonesia     adalah 
   negara kesejahteraan yang 
   memiliki kewajiban untuk 
   menjamin hak-hak warga 
   negaranya dengan baik. Dalam 
   hal ini, termasuk hak yang 
   dimiliki oleh   anak-anak   yang 
   berhadapan (berkonflik) dengan 
   hukum (ABH), meskipun 
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   mereka merupakan anak yang 

bermasalah dengan hukum, 

mereka adalah anak- anak yang 

harus dilindungi pemenuhan 

hak-haknya. Kajian ini 

dilakukan dengan menggunakan 

metode studi literatur dan 

dokumen, berupa buku-buku, 

artikel jurnal, ataupun jenis 

tulisan lainnya dan berbagai 

peraturan  hukum   dan 

perundangan yang berkaitan 

dengan kasus anak berhadapan 

(berkonflik) dengan hukum 

(ABH). Hasil kajian 

menunjukkan bahwa pemenuhan 

hak terhadap anak didik 

pemasyarakatan yang terdiri dari 

hak untuk bertahan hidup dan 

berkembang, hak  untuk 

mendapatkan perlindungan dan 

hak untuk berpartisipasi telah 

dilakukan dengan baik oleh 

LPKA. Walaupun masih sangat 

kurangnya tenaga pekerja sosial 

koreksional di dalam LPKA 

yang berperan sebagai fasilitator 

dan menjembatani ABH untuk 

mendapatkan pendidikan dan 

melakukan proses rehabilitasi 

sesuaikebutuhan anak. 
4. Fitri Dwi Pelaksanaan Hak Dalam perkembangan saat ini 

 Nurjannah, 
Levina 

Yustitianingtya 

Pendidikan Anak 

Di LPKA Ditinjau 

Dari Undang 

membuat banyaknya kejahatan 

yang terjadi dan tidak menutup 

kemungkinan anak juga terlibat 

 s,2020 Undang Nomor dalam tindak pidana. Meskipun 
  35 Tahun anak   menjalani   masa pidana, 
 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Muhammadiya 

hSurabaya 

2014 Tentang 

Perlindungan 

Anak 

anak tetap memperoleh 

perlindungan hak salah satunya 

yaitu pendidikan. Penelitian 

berjudul pelaksanaan hak 

pendidikan    anak    di    LPKA 

ditinjau    dari    Undang-Undang 
   Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
   perlindungan anak, jenis 
   penelitian ini menggunakan 
   penelitian hukum yuridis 
   normatif yaitu suatu jenis 
   penelitian hukum yang diperoleh 
   dari studi kepustakaan, dengan 
   menganalisis suatu 
   permasalahan hukum 



22 
 

   melalui peraturan 

perundang-undangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan  peneliti 
menyimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan pendidikan anak di 
LPKA terdapat beberapa 
permasalahan yang terjadi, salah 
satunya yaitu kurangnya sarana 
dan prasarana pendidikan, 
kurangnya tenaga pengajar 
pendidikan, kurangnya pihak 
dalam membantu proses 
pendidikan di LPKA, dan belum 
adanya aturan yang khusus 
mengenai pelaksanaan 
pendidikan formal bagi anak yang 
sedang menjalani pidana di 
LPKA. 

(Sumber : Diolah oleh peneliti) 

 

Melalui keempat penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang 

diungkapkan keempat peneliti sebelumnya mengenai proses pendampingan serta  

strategi dalam memenuhi hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Sehingga 

hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan 

penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki 

kesamaan yang mutlak terhadap penelitian- penelitian yang sudah ada sebelumnya.  

Hal tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya  

sekedar membuat informasi yang mutlak sama dengan penelitian-penelitian yang 

sudah ada sebelumnya, melainkan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi,  

menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

Keunikan penelitian ini adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang akan 

membahas tentang Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di 

Provinsi Lampung yang akan meneliti tentang apa saja hak bagi ABH dan 

bagaimana strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar  

Lampung dalam upaya melakukan pemenuhan hak terhadap anak yang sedang 

berhadapan dengan hukum yang menjalani proses pidana penjara di LPKA Kelas II  

Bandar Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah 

tempat dan lembaga yang akan diteliti oleh peneliti serta fokus penelitian yang akan 
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Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 
tentang Hak Anak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 

II Bandar Lampung 

Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum 

(ABH) 

Bentuk strategi LPKA dalam pemenuhan hak bagi 

ABH 

 

diambil oleh peneliti yang lebih berfokus pada strategi dalam pemenuhan hak bagi 

anak yang sedang menjalani proses pidanahukum penjara. 

 

2.6 Skema Alur Pikir 

 

Menyandang predikat sebagai seorang petugas pendamping di LPKA merupakan 

sebuah beban yang berat, menghadapi segala sesuatu yang harus berhadapan 

langsung dengan ABH bukanlah hal yang mudah. Sehingga, sebagai pendamping 

perlu mempunyai cara-cara sendiri yang khusus untuk memenuhi hak hak terpidana 

sebagai seorang anak agar ABH tersebut tetap bisa mendapatkan haknya sebagai 

anak yang ada di Indonesia. 

 
Dengan melihat fakta yang ada di lapangan maka sangat menarik untukmengetahui 

bagaimana strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memberikan hak-hak 

bagi anak yang sedang menjalani hukuman pidana di LPKA Kelas II Bandar 

Lampung. Sebagai gambaran penelitian ini, berikut bagan kerangka berpikir: 

 

 
 

(Sumber : Diolah oleh peneliti) 

Gambar 1. Skema Alur Pikir 
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III.  METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  

Menurut (Moleong, 2006) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek 

dalam penelitian, misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta yang lain. Secara  

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk per kata serta bahasa, pada 

sesuatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam 

metode yang alamiah. Berdasarkan pada alat pengumpulan data atau instrumen 

penelitian dalam metode kualitatif bahwasannya instrumen utama dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti harus terjun sendiri 

ke lapangan secara aktif. 

 

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang dihasilkan haruslah mendalam 

sampai pada titik dimana peneliti merasa semua pertanyaan yang ada sudah 

terjawab atau sampai peneliti merasa jenuh dengan informasi yang didapatkan.  

Peneliti juga harus bertanggung jawab atas data yang dihasilkan, maka dari itu 

disarankan untuk merekam data supaya dapat memperkuat dan membuktikan 

keabsahan data yang dihasilkan. 

 
 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh 

dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan 

mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan (Moleong, 2017). 
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Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk 

mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang 

menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, Provinsi Lampung 

yang bertempat di Desa Kota Agung Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. 

Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan focus yang ingin diteliti yaitu, 

pemenuhan hak bagi ABH, maka LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah lembaga 

yang berkewajiban danbertanggung jawab atas pemenuhan hak ABH. 

 
 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini tentang strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

kelas ll Bandar Lampung dalam pemenuhan hak bagi anak yang sedang berhadapan 

dengan hukum (ABH), yaitu: 

1. Memenuhi hak-hak ABH dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

kelas ll Bandar Lampung melalui 4 hak berikut ini serta hambatan yang masih 

berlaku dalam pemenuhan hak anak tersebut, dengan indikator: 

a. Pemenuhan hak beragama, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait hak  

beragama yang diterima ABH dengan berbagai latar belakang agama yang 

berbeda. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus  

Anak (LPAK) kelas ll Bandar Lampung memenuhi segala kebutuhan 

beribadah ABH setiap agama yang berbeda. 

b. Pemenuhana hak kesehatan, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

hak dan fasilitas kesehatan apa saja yang diterima ABH atau manfaat apa saja  

yang dirasakan mereka terhadap fasilitas kesehatan yang diberikan oleh 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) kelas ll Bandar Lampung. 

c. Pemenuhan hak pendidikan, sebagai ABH yang masih dibawah umur dan 

masih memerlukan pendidikan yang layak, peneliti ingin mengetahui lebih  

dalam hak pendidikan apa saja yang mereka dapatkan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPAK) kelas ll Bandar Lampung. 

d. Pemenuhan hak berkreasi, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait 

pengembangan diri atau softskill para ABH di Lembaga Pembinaan Khusus  

Anak (LPAK) kelas ll Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga ingin 

mengetahui pelatihan apa saja yang mereka dapatkan. 
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3.4 Informan Penelitian 

 

Menurut Afrizal (2014:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan 

informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau hal 

kepada pewawancara mendalam. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa ada dua 

kategori informan: informan pengamat dan informan pelaku, dalam penelitian ini 

subjek yang akan diteliti adalah informan pelaku, menurut beliau informan pelaku 

adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang 

perbuatanya, tentang pikiranya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang 

pengetahuan nya. 

 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, 

yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria 

atau pertimbangan tertentu. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah tiga petugas di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang memiliki peran dan 

fungsi penting dalam melaksanakan proses pemenuhan hakbagi anak yang sedang 

menjalankan hukuman pidana serta tiga ABH itu sendiri. 

 

3.5 Sumber Data 

 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain- lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud disini yaitu kata- 

kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis 

(sekunder), dan dokumentasi seperti foto. Menurut Moelong (2007), dalam 

penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah 

sebagai berikut: 

 

3.5.1 Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau wacana yang diperoleh 

dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap 

mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan pemenuhan hak 

bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dalam penelitian ini yang 

menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah 

memenuhi kriteria 
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yang ditentukan oleh peneliti. Data tersebut berasal dari proses pemenuhan haksecara 

langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para petugas LPKA Kelas II 

Bandar Lampung. 

 

3.5.2 Data Skunder 

 

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, data 

sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh selain dari pengguna 

informan, seperti: studi literatur (buku dan internet) yang berhubungan dengan 

kajian tentang pemenuhan hak bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. 

 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Selanjutnya, teknik yang digunakan oleh peneliti diperlukan dalam suatupenelitian 

ilmiah berupa dengan cara-cara, dan bagaimana data yang diperlukan dapat 

dikumpulkan sehingga hasil akhir peneliti mampu memaparkan informasi secara 

jelas, juga spesifik. Selain itu, teknik pengumpulan data adalah proses yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut 

menunjukan pada suatu yangabstrak, dan memungkinkan memperoleh waktu yang 

relatif lama. Dengan demikian, proses pengumpulan data yang dilakukan berupa 

informasi yang telah ditentukan, peneliti menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data agar informasi yang ditemukan lebih lengkap, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi (Arikunto, 2013). 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan 

dari masalah yang dikemukakan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara dengan tanya jawab, dan saling bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan serta mengajukan pertanyaan yang terstruktur 

dikarenakan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis, dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Langkah tersebut 

ditujukan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah, dan fokus pada tujuan 



28 
 

 

 

yang dimaksud serta menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Teknik 

wawancara yang digunakan untuk memperkuat, dan memperjelas data yang 

diperoleh. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah para petugas LPKA 

Kelas II Bandar Lampung yang memiliki peran serta fungsi penting dalam hal 

pemenuhan hak bagi anak yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara serta 

anak anak yang sedang menjalankan hukuman itu sendiri. Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanyajawab yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap informan penelitian. Wawancara tersebut berupa pertanyaan yang 

bersumber dari pedoman wawancara dengan tujuan menggali informasi dan 

mendapatkan datasesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis dalam merespon gejala yang tampak pada objek penelitian. Hal 

ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek yang diteliti. Selanjutnya, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks di mana data yang dikumpulkan diolah, dan dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2006). Adapun yang diamati adalah berupa 

kegiatan yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung yang 

berperan sebagai fasilitator dalam upaya pemenuhan hak bagi anak yang sedang 

berkonflik dengan hukum. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah suatu metode untuk memperoleh data dan informasi dalam 

bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan angka dan juga gambar yang berupa laporan 

serta keterangan yang mendukung suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329), 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah didapat terkait 

dengan apa saja bentuk hakyang diterima oleh ABH serta bagaimana strategi LPKA 

Kelas II Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak bagi ABH. Dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian ialah berupa dokumentasi 

bersama dengan informan yang turut serta membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung, fasilitas di LPKA Kelas II Bandar 

Lampung serta kegiatan yang berkaitandengan pemenuhan hak bagi ABH. 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi 

informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yangberkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Menurut (Moeleong, 2007), analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam 

penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2005), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau 

polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

 

2. Menampilkan Data 

Dalam tahap ini peneliti berusaha menampilkan data yang relevan kalimat- kalimat 

yang didapat dari proses penggalian informasi di lapangan, sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan. Data yang ditampilkan harus jelas agar pembaca 

mengerti apa yang coba ditampilkanoleh peneliti, peneliti akan menampilkan data 

berupa hasil wawancara yang dilakukan sehingga pembaca menjadi tahu tentang 

penelitian ini. 

 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Menurut Sugiyono (2010), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh penelitidi awal, tetapi mungkin 

juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di 

lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah - langkah 

seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh kesimpulan umum 

yang objektif . Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat 

kembali pada hasil reduksi dan display data agar kesimpulan yang diambil tidak 

menyimpang dari permasalahan penelitian. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 

5.1  Kesimpulan 

 

Dari pembahasan dan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya  

tentang apa saja bentuk hak anak yang diterima oleh ABH serta bagaimana 

strategi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak di LPKA 

Kelas II Bandar Lampung, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.  Hak Beragama 

Dari 4 tahun terakhir mayoritas ABH di LPKA Kelas II Bandar Lampungadalah 

penganut agama Islam. Pada tahun 2022, dari 121 jumlah ABH di LPKA Kelas II  

Bandar Lampung hanya ada 2 ABH beragama Kristen serta 3 ABH beragama Hindu 

dan 116 lainnya adalah ABH beragama Islam. Hal tersebut ternyata mempengaruhi 

terkait bagaimana pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam melakukan 

pemenuhan hak beragama bagi ABH. 

 

Dalam melaksanakan pemenuhan hak beragama bagi ABH, pihak LPKA Kelas II  

Bandar Lampung sudah berupaya memberikan fasilitas yang memadai untuk 

menunjang pemenuhan hak beragama bagi ABH muslim dengan menyediakan 

Masjid, Al-Qur’an serta mendatangkan Ustadz dari Pondok Pesantren Darul 

Muttaqin sebagai tenaga pengajar bidang keagamaan serta mengadakan kegiatan 

keagamaan seperti sholat Dzuhur dan Asha r berjamaah dan pengajian atau taklim 

yang diikuti oleh ABH secara bergantiam. Berbeda dengan ABH muslim, bagi 

ABH penganut agama Kristen dan Katolik telah disediakan Gereja namun untuk 

kegiatan keagamaan tidak berjalan teratur seperti kegiatan keagamaan bagi ABH 

yang menganut agama Islam. Bahkan bagi ABH yang beragama Hindu tidak 

disediakan Pure untuk mereka beribadah, hal tersebut dikarenakan penganut 

agama Kristen, Katolik dan Hindu adalah minoritas baik dalam lingkup ABH 

maupun pegawai di LPKA Kelas II Bandar Lampung itu sendiri. Namum pada 

dasarnya pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berupaya memenuhi hak 

beragama bagi ABH non muslim dengan menyediakan kitab dan tidak membatasi  

ataupun melarang ABH non muslim untuk beribadah. 
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2. Hak Kesehatan 

Dari aspek pemenuhan hak Kesehatan, LKPA Kelas II Bandar Lampung memiliki 

gedung klinik yang dilengkapi dengan berbagai jenis obat-obatan dan juga fasilitas 

yang memadai untuk perawatan ABH. LPKA Kelas II Bandar Lampung memiliki 

2 perawat yang secara bergantian berjaga di klinik selama 24 jam dan telah 

bekerja sama dengan dokter Puskesmas Tegineneng yang selalu datang setiap 

seminggu sekali untuk mengontrol kesehatan ABH. LPKA Kelas II Bandar 

Lampung juga telah bekerja sama dengan RSU Ahmad Yani Kota Metro sebagai 

tempat perawatan lanjutan bagi ABH apabila klinik LPKA Kelas II Bandar 

Lampung dirasa tidak mampu memberikan pengobatan lebih lanjut untuk ABH. 

Pihak RSU Ahmad Yani juga akan memberikan pengobatan kelas 3 gratis bagi 

ABH yang keluarganya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan bagi ABH 

yang belum memiliki BPJS. 

Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepeduliah pihak LPKA Kelas II Bandar 

Lampung dalam menjaga kesehatan ABH, LPKA Kelas II Bandar Lampung juga  

berupaya menjaga kebersihan lingkungan LPKA serta memberikan makanan yang 

mencukupi nilai gizi untuk ABH dengan menu yang beraneka ragam dan selalu 

berbeda di setiap harinya. 

3. Hak Pendidikan 

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan, pihak LPKA  Kelas  II  Bandar  

Lampung telah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Dwi Mulya yang berada di 

Kecamatan Tegineneng. LPKA Kelas II Bandar Lampung menyediakan 

pendidikan mulai dari jenjang SD sampai de ngan SMA, dan seluruh fasilitas 

penunjang ABH untuk bersekolah telah disediakan oleh pihak LPKA Kelas II  

Bandar Lampung secara gratis. Namun pada kenyataannya masih sedikit ABH  

yang melanjutkan sekolah di LPKA Kelas II Bandar Lampung, hal  tersebut 

terjadi karena beberapa hal, yaitu kurangnya dokumen penunjang untuk ABH  

melanjutkan sekolah, waktu hukuman pidana yang tidak lama dan banyak ABH  

yang memang tidak ingin melanjutkan sekolah.  Hal tersebut menjadi suatu 

tantangan bagi LPKA Kelas II Bandar Lampung, sampai saat ini pihak LPKA 

Kelas II Bandar Lampung masih mencari solusi bagaimana supaya ABH di LPKA 

Kelas II Bandar Lampung bisa memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah.  

Untuk saat ini pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung masih terus memberikan 
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motivasi dan ajakan kepada ABH supaya mereka tetap melanjutkan pendidikan 

selama mereka berada di LPKA Kelas II BandarLampung. 

 
4. Hak Berkreasi 

Dalam aspek pemenuhan hak berkreasi dan pengembangan diri bagi ABH, LPKA 

Kelas II Bandar Lampung telah menyediakan fasilitas lapangan bola, lapangan 

voli dan sarana permainan lainnya untuk ABH bisa mendapatkan hak bermain 

selayaknya anak pada umumnya. Tidak hanyadalam hal permainan, LPKA Kelas 

II Bandar Lampung juga memberikanberbagai macam pelatihan bagi ABH, mulai 

dari pelatihan pembuatan bubuk kopi, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan 

perangkaian papan bunga, pelatihan barbershop dan masih banyak pelatihan 

lainnya. Dari setiap pelatihan yang diadakan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar 

Lampung dapat dilihat bahwa tidak sedikit ABH yang berminat untuk memiliki 

keterampilan, hampir pada semua pelatihan diikuti oleh 20 orang ABH tanpa adanya  

paksaan dari pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung. LPKA Kelas II Bandar 

Lampung juga telah berupaya memasarkan hasil dari keterampilan ABH, seperti 

pada keterampilan papan bunga yang sudah dipasarkan mulai dari keluarga 

internal pegawai LPKA Kelas II Bandar Lampung dan juga masyarakat sekitar 

LPKA Kelas II Bandar Lampung. 

5.2. Saran 

 
Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini peneliti merasa perlu untuk 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

 

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung diharapkan agar  

lebih memperhatikan pemenuhan hak beragama bagi ABH non muslim, baik 

dari segi pendampingan dalam beribadah maupun pengembangan spiritualitas 

bagi ABH non muslim. 

2. Kurangnya motivasi anak didik untuk mengikuti pendidikan ada baiknya pihak  

LPKA mendatangkan atau meminta bantuan kepada LSM, pemerintah untuk 

mendatangkan guru motivator yang berguna untuk memotivasi anak didik agar  

tetap semangat belajar dan menjalani masa hukuman dengan baik, dan 

perlunya partisipasi aktif orang tua untuk melengkapi persyaratan untuk 

mengikuti program pendidikan. 
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3. Perlunya penambahan pelatihan yang bersifat modern dan berkelanjutan bagi 

ABH serta mempromosikan hasil karya ABH supaya lebih banyak lagi ABH 

yang berminat untuk mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh LPKA 

Kelas II Bandar Lampung. 
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